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|

|

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAKRari
Lamar TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang:juadang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telak: ciubeh
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Per ituran
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah #

Ranjadi
Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan

Taerahtentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APbI5) kepada IKewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan

bersatra|
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Bbllanja
Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008
yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dani plafon
anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Dacrah

donganDPRD pada tanggal 30 Desember 2006: |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Y, perlu
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tertang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2008:

!

,
|

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bahgunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Uhdang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia |Tahun
1994 Nomer 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):

b.



10.

12.

13.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nontor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685" sebagaimana telah diubah id!2ngan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048): '!

2.

ih

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Noinor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688): |

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Ncga'a yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran “Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

NegaraNomor 3851),

:
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentan:: Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4115): |

3.

4.

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 4286),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

6.

1.

Lembaran Negara Nomor 4355):
:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):

8.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Len:baran Negara Republik Indlonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400):

|

9.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 442 1):

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437):

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinain dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran (Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41. Tambahan Lentur Negara
Nomor 4090),

|



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

"138, Tambahan Lembaran Negara Nomoi 5761:

|

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138):

|

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119,

TambahanLembaran Negara Nomor 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4416): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penjerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Kkepublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Yambahan Lembaran Negara Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Suandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503):

|

|

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200US Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574),

|

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah. (Lomharan Neoara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 :entang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577): HN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nome r. 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

|

|

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusui lan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Infonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585):

|

|
|

|

:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuanyjan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrini 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara
Nomor 4614),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pi

doman
Pengelolaan Keuangan Daerah:



Menctapkan

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang pe abahan atas
Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

i28. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor Tahun tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daeran:

|Dengan Persetujuan Bersama

|DEWAN PEISVAKILAN RAKYAT DAKKAH KOTA PAGAR ALAM5
|

dan

aiWALIKOTA PAGAR ALAM 2

MEMUTUSKAN :

.
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAFRAH TAHUN ANGGARAN 2098.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 's-bagai
1berikut :

|

1. Pendapatan Daerah Rp. 361.550.194.000,-
2. Belanja Daerah Rp. 413.720.712.000,-

|

—

( Defisit) (Rp. 52.170.518.000,-)

3. Pembiayaan Daerah :
|

a. Penerimaan.......... Rp. 52.170.518.000,-
b. Pengeluaran......... Rp. -

'
|

Pembiayaan Netto Rp. 52.170.514.000,-

Sisa Lebih Anggaran Tahun berkenaan Rp.

Pasal 2

(W) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dafi :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 6.277.172.000,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 344.181.178.000,-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

sejumlah Rp. 11.091.744.000,-

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimsksud dalam ayat (1) huruf4 terdiri
dari Jenis Pendapatan :



(3)

(4)

)

|
a Pajak Daerah sejumlah Rp. 985.342:000.-b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.041.0571000.-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah

yang dipisahkan sejumlah Rp. -
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

:
yang sah sejunuh Rp. 3.250.773.000,-

I

1

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) uruf b terdirib
dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 125.406.808.600.-
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 186.301.47).000,-
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah . Rp. 32.473.00).000,-

)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp. -
b.. Dana Darurat sejumlah Rp. -

|c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 11.091.744.000,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus sejumlah Rp. -
c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau

dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp. -

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai | terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1 13.908.734,000,-b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 299.811.978.000,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
(2)

terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 102.500.3851500.-
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. -
Cc. Belanja Subsidi sejumlah . Rp -

d. Betanja Hibah sejumlah Rp. 0.572.349:000.-
ec. Belanja Bantuan Sosial sejumlah......... Rp. 1 986.000 1000.-
LK Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. “0
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah... Ep. -

|

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah .... Rp. 750.000.000. -

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam avat (1) huruf h lterdiri
(5

dari Jenis Belanja :

|

Aa. Belanja Peasyai sopum teh ndk Rp. 25.628.552.989.-
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah ....... 8 $9.766.224.530.-
Cc. Belanja Modal sejumlah. Rp. Seda. 200.081-



(2)

|

|

Pasal 4
|

|

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejurnlah Rp. 52.170.518!000,-
b. Pengeluaran sejumlah. Rp. -

Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) huruf a terdiri dari
Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp 52. 170.51 8.006.-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah .... Rp. -
:

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
|

yang dipisahkan sejumlah Rp. -
|

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
|

Cc. Penerimaan kembali pemberian |

pinjaman sejumlah Rp. -
|

(Penerimaan Piutang Daerah sejumlah.. Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari8
Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertasa Madal (Investasi)
Pemerintah Daerah sejumlah

—

Rp. -

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah..... Rp.
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah. Rp. -

Pasal 5 ! |

Uratan lebih Tanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sebaghimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan: bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

:

LA
N

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran II

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran IX

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah

. . podan Organisasi, |

2

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja y merah
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, OrasiPendapatan, Belanja dan Pembiayaan,

|

Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,

|

Rekapitulasi Belanja untuk Kesclarasan dan Keterbaduan
Urusan Pemerintahan Daerah «an Fungsi dalam Ilerngka
Pengelolaan Keuangan Negara:

|

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabajan,
Daftar Piutang Daerah:
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah:
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangah Aset
Tetap Daerah: f

3

4

5

9.



Diundangkan di Pagar Alam
pada tangpal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NCMOR | SEPI

fWates

|
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset

Lainnya,
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kemb:1 dalam
Tahun Anggaranini: :

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah: dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dar
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerahini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. |

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 ppaw 20038

WALIKOTA3 ALAM
|

NeAL
H. DJAZULI KUKIS

25 APA 2008

H. N FACHRI


